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Abstract

Corruption At The Local Government Level Remains A Major Challenge That Affects The
Quality Of Public Services And The Effectiveness Of Development. This Study Aims To
Assess The Effectiveness Of Corruption Prevention Strategies Implemented Through The
Monitoring Center For Prevention (MCP) Program And The Integrity Assessment Survey
(Survei Penilaian Integritas/SPI) In Tidore Islands City. The Research Employs A
Descriptive Qualitative Approach, With Data Collected Through In-Depth Interviews,
Observations, And Documentation From Key Informants, Including Local Government
Officials, Inspectorate Auditors, And Community Representatives. The Results Indicate
That The Implementation Of MCP And SPI Contributes To Strengthening A Culture Of
Integrity, Transparency, And Accountability Within The Bureaucracy, As Reflected In The
Increase Of The SPI Score From 68.44 To 73.24. However, The Effectiveness Of
Corruption Prevention Efforts Still Faces Obstacles, Particularly Related To Limited
Human Resources And Inconsistencies In Internal Supervision. This Study Concludes That
Strengthening Internal Oversight Functions And Increasing Community Participation Are
Crucial Aspects To Ensure The Sustainability Of Corruption Prevention Strategies At The
Local Government Level.

Keywords: Corruption Prevention, Local Government, Monitoring Center For Prevention,
Integrity Assessment Survey, Good Governance.

Abstrak

Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Daerah Masih Menjadi Tantangan Besar Yang
Berdampak Pada Kualitas Layanan Publik Serta Efektivitas Pembangunan. Penelitian Ini
Bertujuan Untuk Menilai Sejauh Mana Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Program
Monitoring Center For Prevention (MCP) Dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Di Kota
Tidore Kepulauan Memiliki Efektivitas. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini
Adalah Pendekatan Kualitatif Deskriptif, Dengan Pengumpulan Informasi Melalui
Wawancara Mendalam, Observasi, Dan Dokumentasi Dari Informan Kunci Yang Terdiri
Dari Pejabat Pemerintah Daerah, Auditor Inspektorat, Serta Perwakilan Masyarakat.
Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan MCP Dan SPI Berperan Dalam
Memperkuat Budaya Integritas, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Birokrasi, Yang
Terlihat Dari Peningkatan Skor SPI Dari 68,44 Menjadi 73,24. Namun, Efektivitas
Pencegahan Korupsi Masih Menghadapi Hambatan, Terutama Berkaitan Dengan
Kurangnya Sumber Daya Manusia Dan Konsistensi Dalam Pengawasan Internal.
Kesimpulan Dari Penelitian Ini Adalah Bahwa Penguatan Fungsi Pengawasan Internal
Serta Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Merupakan Aspek Penting Untuk Memastikan
Keberlangsungan Strategi Pencegahan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Pemerintahan Daerah, Monitoring Center For

Prevention, Survei Penilaian Integritas, Tata Kelolah Pemerintahan.
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PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh banyak negara di
dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan kewenangan yang diberikan kepada
pejabat di tingkat lokal kerap kali membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaannya. Praktik korupsi di daerah tidak hanya menimbulkan
kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada mutu
pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat
(Jaya, 2020). Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia, yang memberikan
otonomi luas kepada pemerintah daerah, turut memperumit permasalahan ini.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh budaya korupsi yang telah mengakar di
sebagian masyarakat dan kalangan aparatur pemerintahan (Guntara, 2020).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh Transparency
International pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34
dari skala 100. Capaian ini menunjukkan stagnasi dibandingkan tahun sebelumnya,
bahkan posisi Indonesia turun ke peringkat 115 dari 180 negara. Hasil tersebut
mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih
menghadapi tantangan yang besar, meskipun berbagai kebijakan dan reformasi
telah dijalankan. Skor 34 juga menempatkan Indonesia dalam kategori rendah, yang
mencerminkan tingginya persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi di sektor
publik. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih berlangsung secara luas dan sulit
dikendalikan, meskipun telah ada intervensi dari pemerintah dan lembaga terkait
(Transparency International, 2023).

Pada tahun 2024, skor IPK Indonesia mengalami sedikit peningkatan
menjadi 37, namun peringkat Indonesia tetap berada pada posisi 99 dunia.
Meskipun terjadi kemajuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa
negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Negara-
negara tersebut berhasil mencatatkan skor IPK yang lebih tinggi, yang
menggambarkan tingkat korupsi yang relatif lebih rendah. Singapura, misalnya,
secara konsisten menempati peringkat teratas dengan skor mendekati 90, sementara
Timor Leste, meskipun merupakan negara yang relatif muda, mampu memperoleh
skor yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun berbagai langkah perbaikan telah dilakukan, Indonesia masih
memerlukan strategi pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi dan terarah
(Transparency International, 2024).

Kenaikan skor IPK pada tahun 2024 memberikan sinyal positif bahwa
sebagian kebijakan pencegahan korupsi mulai menunjukkan dampak. Namun
demikian, skor yang masih tergolong rendah menegaskan bahwa upaya yang
dilakukan belum sepenuhnya optimal. Rendahnya IPK Indonesia disebabkan oleh
praktik korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari
pengadaan barang dan jasa, proses perizinan, hingga pengelolaan anggaran. Selain
itu, lemahnya sistem pengawasan internal, penegakan hukum yang belum
konsisten, serta budaya politik yang permisif terhadap korupsi di sejumlah daerah
turut memperburuk situasi tersebut.

Peningkatan skor IPK mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek
transparansi dan akuntabilitas, namun tantangan besar dalam pemberantasan
korupsi masih tetap ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan
yang berorientasi pada pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas,
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serta pendidikan anti-korupsi yang berkelanjutan, baik bagi aparatur pemerintah
maupun masyarakat. Pemanfaatan teknologi, seperti penerapan e-government dan
e-procurement, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi
serta mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya tersebut
harus didukung oleh komitmen bersama untuk menciptakan perubahan budaya
birokrasi dan sosial secara berkelanjutan.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia
menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Dengan besarnya anggaran yang dikelola, pemerintah daerah sering menjadi lokasi
terjadinya penyimpangan kewenangan dan pengelolaan keuangan yang tidak
transparan. Proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi
masyarakat justru kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok
tertentu (Fatimah et al., 2024). Di tingkat lokal, kebijakan pengawasan anggaran
yang belum optimal, ditambah dengan keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia, sering kali menciptakan peluang terjadinya praktik korupsi (Fahrizal &
Bintoro, 2022).

Korupsi di Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu contoh nyata
permasalahan tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri
Tidore Kepulauan menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi
pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) tahap Il tahun 2020 pada Dinas Pertanian,
yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp745 juta. Selanjutnya, pada awal
tahun 2025, empat pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, ditetapkan
sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Puskesmas Galala
dengan kerugian negara mencapai Rpl,37 miliar. Rangkaian kasus ini
mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan
daerah (Indotimur, 2025).

Korupsi di tingkat daerah sering kali dipengaruhi oleh pelaksanaan
desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah. Otonomi
tersebut, apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, berpotensi
menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan
kebijakan publik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat korupsi di
daerah masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih
mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta merumuskan
strategi pencegahan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah
masing-masing (Hukum et al., 2024).

Salah satu kendala utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah
kuatnya budaya korupsi di sejumlah daerah. Dalam beberapa kondisi, korupsi
masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau dapat diterima oleh sebagian
masyarakat dan pejabat daerah. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya
memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga perubahan pola pikir dan
budaya yang berkembang di masyarakat dan birokrasi. Strategi pencegahan harus
mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal agar kebijakan yang
diterapkan dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat (Riwukore et al.,
2020).

Peningkatan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kota Tidore
Kepulauan dari nilai 68,44 pada tahun 2023 menjadi 73,24 pada tahun 2024
menunjukkan adanya perkembangan positif. Kenaikan ini mencerminkan adanya
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kemajuan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan kota, serta
menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memperbaiki tata kelola
pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Meskipun demikian,
Kota Tidore Kepulauan masih berada dalam kategori “Waspada”, yang
menandakan bahwa risiko korupsi masih perlu mendapat perhatian serius. Untuk
memperjelas perkembangan skor SPI dan MCP Kota Tidore Kepulauan, dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.1 Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Tidore Tahun 2023 —

2024
Tahun Skor SPI Kategori
2023 68.44 Waspada
2024 73.24 Waspada (mengalami peningkatan)

Sumber: JAGA.ID KPK, Data SPI Kota Tidore Kepulauan
Tabel 1.2 Skor Monitoring Center For Prevention (MCP) Kota Tidore Tahun

2023 — 2024
Tahun Skor MCP Keterangan
2023 68,63 Lebih tinggi dibanding tahun 2024
2024 55,86 Mengalami penurunan signifikan

Sumber: JAGA.ID KPK, Data MCP Kota Tidore Kepulauan

Penurunan skor MCP dari sekitar 69 pada tahun 2023 menjadi 56 pada tahun
2024 menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program pencegahan
korupsi yang dipantau melalui instrumen MCP. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa meskipun persepsi integritas mengalami peningkatan, implementasi teknis
pencegahan korupsi masih memerlukan penguatan agar selaras dengan hasil SPI
yang membaik.

Meskipun demikian, kenaikan skor SPI mencerminkan arah perubahan yang
positif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Untuk mencapai perbaikan
yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu terus memperkuat
penerapan prinsip-prinsip good governance, termasuk peningkatan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, pengawasan terhadap kebijakan dan
proyek pembangunan, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses
pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Pencegahan korupsi di daerah membutuhkan pendekatan yang sistematis
dan kolaboratif. Selain peran lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam fungsi
pengawasan. Peningkatan kesadaran publik terhadap dampak negatif korupsi dapat
menciptakan tekanan sosial yang efektif untuk menekan praktik korupsi di tingkat
daerah (Astuti et al., 2024). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti e-
government dan e-procurement dapat meningkatkan transparansi dalam
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pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan
penyimpangan.

Program pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh KPK, seperti
Monitoring Center for Prevention (MCP), dirancang untuk mengukur efektivitas
upaya pencegahan korupsi di daerah. Namun, keberhasilan program ini sangat
bergantung pada komitmen dan kesadaran pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi. Meskipun banyak daerah telah
berpartisipasi, tidak semuanya menunjukkan hasil yang optimal, yang menandakan
bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal masing-
masing pemerintahan daerah.

Korupsi di tingkat daerah juga berpotensi memperparah ketimpangan sosial
yang sudah ada. Ketika anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk
pembangunan dan pelayanan publik disalahgunakan, kualitas hidup masyarakat
menjadi terancam. Dampaknya antara lain terlihat pada terhambatnya
pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, dan buruknya
pelayanan kesehatan, yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Pencegahan korupsi yang efektif juga memerlukan kerja sama erat antara
pemerintah daerah dan sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan
barang dan jasa membuka peluang terjadinya praktik korupsi apabila tidak diawasi
dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sektor swasta perlu diperkuat
melalui penerapan kode etik yang jelas serta mekanisme pelaporan yang aman dan
bebas dari intimidasi.

Dengan demikian, pencegahan korupsi di tingkat daerah harus dilakukan
secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari
pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pengawas, hingga sektor swasta. Setiap
pihak memiliki peran strategis dalam membangun budaya anti-korupsi dan
memastikan bahwa anggaran serta kebijakan publik benar-benar digunakan untuk
kepentingan masyarakat. Tanpa komitmen bersama, upaya pemberantasan korupsi
di daerah akan menghadapi hambatan yang signifikan.

Selain tantangan tersebut, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di
pemerintahan daerah juga menjadi faktor yang memperburuk praktik korupsi.
Banyak aparatur daerah yang belum mendapatkan pelatihan memadai terkait
pengelolaan anggaran secara transparan dan penerapan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal
yang sangat penting agar pejabat daerah mampu menjalankan tugasnya dengan
integritas dan meminimalkan potensi korupsi (Taufik & Nurwahidah, 2023).
Penelitian sebelumnya oleh Astuti et al. (2024) mengkaji strategi pencegahan
korupsi di daerah melalui analisis faktor internal dan eksternal menggunakan
pendekatan SWOT dan QSPM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
komitmen pimpinan daerah merupakan kekuatan utama, sementara kelemahan
terbesar terletak pada rendahnya fungsi pengawasan internal. Penelitian tersebut
lebih berfokus pada perumusan strategi pencegahan secara umum di berbagai
daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menilai
efektivitas implementasi kebijakan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center
for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kota Tidore
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Kepulauan, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi kedua
instrumen tersebut dalam menekan praktik korupsi di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif
analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam
tentang penyebab dan dampak praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah, serta
mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan yang ada. Dengan menggunakan
jenis penelitian deskriptif analitis, metode deskriptif analitis menurut (Sugiyono:
2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum. penulis dapat menyajikan gambaran yang lebih jelas
mengenai situasi korupsi di Kota Tidore Kepulauan, baik dari perspektif internal
pemerintahan daerah maupun masyarakat. Diharapkan, pendekatan ini dapat
memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan
korupsi dan peran kebijakan pencegahan dalam menurunkan tingkat korupsi.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model analisis interaktif yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini menganggap analisis
data sebagai proses yang interaktif, siklik, dan berkelanjutan, mencakup tiga
komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan
verifikasi.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan, periode
penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari September
hingga November 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya masalah
korupsi yang signifikan di Kota Tidore Kepulauan, serta temuan kasus-kasus yang
mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat
pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi
Maluku Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada komitmen pemerintah daerah
dalam melaksanakan reformasi birokrasi serta penerapan kebijakan pencegahan
korupsi berbasis digital melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan
Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi. Sebagai daerah kepulauan, Kota Tidore Kepulauan menghadapi tantangan
geografis yang berdampak pada efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat
daerah. Kondisi tersebut menjadikan digitalisasi birokrasi sebagai strategi penting
dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola
pemerintahan.

Secara administratif, Kota Tidore Kepulauan terdiri atas delapan kecamatan
dengan jumlah penduduk sekitar 120.000 jiwa. Struktur perekonomian daerah
ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pelayanan publik.
Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam pengelolaan pembangunan dan
keuangan publik, sehingga penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
menjadi kebutuhan utama. Dalam konteks tersebut, MCP dimanfaatkan sebagai
instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang mencakup aspek perencanaan,
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penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, serta pelayanan
publik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pencegahan korupsi masih
menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta
resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan.

Informan penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan

keterlibatan dan relevansi peran informan dalam pelaksanaan MCP dan SPI serta
upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Informan berasal
dari unsur pimpinan organisasi perangkat daerah, aparat pengawasan internal
pemerintah, dan masyarakat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi, efektivitas, dan dampak
kebijakan pencegahan korupsi dari perspektif penyelenggara pemerintahan maupun
penerima layanan publik.
Temuan penelitian mengenai strategi pencegahan korupsi di Kota Tidore
Kepulauan dianalisis berdasarkan empat dimensi utama, yaitu budaya integritas dan
penguatan internal, implementasi dan evaluasi MCP dan SPI, efektivitas kebijakan
pencegahan korupsi, serta strategi pencegahan dan inovasi kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan budaya integritas
merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi. Integritas dipahami
sebagai nilai yang mencerminkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan
konsistensi antara kebijakan dan praktik aparatur sipil negara. Penguatan nilai
tersebut dilakukan melalui pengawasan internal oleh Inspektorat, evaluasi rutin
berbasis MCP, serta keteladanan pimpinan organisasi perangkat daerah. Dampak
penguatan integritas tidak hanya dirasakan dalam peningkatan kepatuhan
administratif, tetapi juga tercermin dalam persepsi masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik yang dinilai adil, terbuka, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Implementasi MCP dan SPI di Kota Tidore Kepulauan melibatkan seluruh
organisasi perangkat daerah dengan Inspektorat sebagai koordinator utama. MCP
berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif dan keuangan, sementara
SPI digunakan untuk mengukur persepsi integritas aparatur dan masyarakat.
Penerapan kedua instrumen ini mendorong peningkatan disiplin pelaporan,
transparansi penggunaan anggaran, serta koordinasi antarlembaga. Meskipun masih
terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan beban administrasi,
pemerintah daerah melakukan upaya perbaikan melalui pendampingan teknis,
pelatihan, dan penguatan sistem pelaporan digital. Peningkatan skor SPI serta
keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan
kontribusi positif MCP dan SPI terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan
daerah.

Efektivitas kebijakan pencegahan korupsi tercermin dari perubahan
perilaku aparatur sipil negara yang semakin patuh terhadap prosedur, meningkatnya
kualitas dan kecepatan pelayanan publik, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah daerah. Pengawasan internal yang konsisten mendorong
organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil audit dan memenuhi
standar akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan
pengaduan dan masukan memperkuat pengawasan sosial sebagai pelengkap
mekanisme pengawasan formal.

Strategi pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan berkembang melalui
pendekatan preventif yang mengintegrasikan penguatan sistem pengawasan,
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pembinaan integritas aparatur, dan inovasi berbasis digital. Digitalisasi MCP
mewajibkan pelaporan kegiatan secara daring dan terintegrasi, sehingga
meningkatkan transparansi dan meminimalkan peluang manipulasi data. Upaya
peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan sosialisasi turut memperkuat
kesadaran hukum dan etika birokrasi, khususnya dalam menghadapi tantangan
geografis dan keterbatasan sumber daya. Persepsi positif masyarakat terhadap
kualitas layanan publik menunjukkan bahwa strategi tersebut memberikan dampak
nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah.
Secara keseluruhan, kebijakan pencegahan korupsi yang diterapkan di
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat dinilai efektif dalam memperkuat
integritas birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, serta
membangun kepercayaan publik. Integrasi MCP dan SPI dengan pengawasan
internal serta partisipasi masyarakat membentuk model pencegahan korupsi yang
adaptif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik.
1. Efektivitas Kebijakan Pencegahan Korupsi

Efektivitas upaya pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan melalui
implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian
Integritas (SPI) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari
kenaikan skor SPI dari 68,44 di tahun 2023 menjadi 73,24 pada tahun 2024, serta
keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini
mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah
beroperasi dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Secara empiris, MCP berfungsi sebagai alat kontrol internal yang mendorong
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kepatuhan
administrasi, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta ketepatan dalam
melaporkan kegiatan. Peran Inspektorat sebagai pengawas internal menjadi kunci
untuk memastikan kelengkapan dokumen dan keselarasan antara pelaksanaan
kegiatan dengan indikator MCP. Dengan adanya evaluasi secara reguler dan tindak
lanjut terhadap rekomendasi pengawasan, potensi penyimpangan bisa
diminimalkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Fraud Pentagon, terutama pada
elemen kesempatan dan kompetensi. Penerapan MCP mengurangi kemungkinan
terjadinya korupsi melalui pengawasan berbasis sistem dan bukti dokumen,
sedangkan SPI meningkatkan kesadaran etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara
(ASN). Oleh karena itu, kebijakan pencegahan korupsi tidak hanya berpengaruh
pada kepatuhan formal, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sikap birokrasi
menuju tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum merata di semua OPD.
Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi
penghambat, khususnya dalam penguasaan teknik pelaporan MCP serta
penggunaan sistem digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan
pencegahan korupsi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan
konsistensi dalam pengawasan internal.
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2. Hubungan Budaya Integritas dan Efektivitas MCP dan SPI

Budaya integritas adalah elemen dasar yang berpengaruh besar terhadap
suksesnya penerapan MCP dan SPI di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian
menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah yang memiliki budaya integritas
yang kokoh cenderung lebih rutin dalam pelaporan MCP dan mengalami
peningkatan skor SPI. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab,
serta keteladanan dari pemimpin sangat mempengaruhi perilaku ASN untuk
mematuhi peraturan dan mengutamakan kepentingan publik.

Penemuan ini dapat dijelaskan menggunakan Teori GONE, di mana budaya
integritas berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang dapat mengurangi
faktor-faktor seperti ketamakan, kesempatan, kebutuhan, dan eksposur. Suasana
kerja yang menghargai etika dan kiat sebagai teladan dari pemimpin akan
mengurangi kemungkinan terjadinya rasionalisasi untuk perilaku yang
menyimpang. Di samping itu, budaya integritas juga meningkatkan efektivitas
pengawasan resmi yang dilakukan melalui MCP dan SPI.

Ada hubungan timbal balik yang memperkuat antara budaya integritas dan
efektivitas MCP serta SP1. Budaya integritas yang baik mendorong kepatuhan dan
meningkatkan mutu pelaksanaan MCP, sementara hasil dari evaluasi MCP dan SPI
mendukung internalisasi nilai-nilai integritas di dalam organisasi. Oleh karena itu,
pencegahan korupsi tidak hanya tergantung pada sistem pengawasan, tetapi juga
pada pengembangan nilai dan etika dalam birokrasi.
3.Strategi Dan Inovasi Pencegahan Korupsi

Strategi untuk mencegah korupsi di Kota Tidore Kepulauan diterapkan
melalui metode pencegahan yang menggabungkan peningkatan pengawasan
internal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi
informasi. MCP dan SPI berfungsi sebagai alat utama untuk menilai efektivitas
pencegahan korupsi dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data.Inovasi
yang dilaksanakan mencakup digitalisasi proses pelaporan kegiatan, penerapan
sistem pengadaan barang dan jasa secara online, audit yang berdasarkan risiko, serta
dukungan teknis dari Inspektorat. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Fraud
Pentagon, terutama dalam mengurangi aspek peluang dan kompetensi, dengan cara
memperketat sistem kontrol dan meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara
mengenai peraturan dan etika publik.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan untuk pelayanan
publik juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan lokal.
Partisipasi masyarakat memberikan dorongan sosial yang positif dan mendorong
Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertahankan integritas dalam pelaksanaan
tugasnya. Namun, tantangan masih ada, seperti terbatasnya infrastruktur digital dan
keterampilan teknis ASN di daerah kepulauan.

Secara keseluruhan, langkah dan inovasi dalam pencegahan korupsi di Kota
Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan sistem,
budaya organisasi, dan teknologi dapat memperkuat usaha pencegahan korupsi
secara berkelanjutan.
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KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Strategi Pencegahan
Korupsi untuk Mengurangi Tingkat Korupsi di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,
beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Budaya integritas dan Pengutan Internal merupakan dasar penting dalam upaya
mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Unsur-unsur seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan teladan dari para
pemimpin memiliki peranan krusial dalam membangun karakter Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang mengedepankan etika serta pelayanan publik yang bersih.

2. Implementasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan
Survei Penilaian Integritas (SPI) terbukti efektif dalam meningkatkan
keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kenaikan skor SPI dari
68,44 menjadi 73,24 menandakan adanya perbaikan dalam persepsi integritas
serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. MCP dan SPI saling
melengkapi, di mana MCP berfungsi sebagai pengawasan struktural dan SPI
mencerminkan penilaian moral serta sosial.

3. Efektifitas kebijakan untuk mencegah korupsi menunjukkan hasil yang nyata,
yang terlihat dari perubahan perilaku ASN, peningkatan kualitas layanan
publik, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Keberhasilan ini didukung oleh
sistem pelaporan digital, audit yang berbasis risiko, serta peningkatan
kapabilitas sumber daya manusia.

4. Strategi serta inovasi dalam pencegahan korupsi yang diterapkan bersifat
preventif dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi informasi,
penguatan pengawasan internal, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini
sejalan dengan Teori Fraud Pentagon dan Teori GONE, yang menekankan
pentingnya mengurangi peluang, rasionalisasi, dan kompetensi dalam
mencegah korupsi.

5. Hubungan yang kuat antara budaya integritas dan efektivitas dari MCP dan SPI.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tingkat integritas tinggi
menunjukkan kinerja pelaporan yang lebih baik dan komitmen yang lebih kuat
terhadap nilai-nilai anti-korupsi. Ini menunjukkan bahwa perubahan budaya
organisasi merupakan indikator keberhasilan pencegahan korupsi yang lebih
signifikan dibandingkan dengan pencapaian administratif semata.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat dianggap efektif, karena sanggup
mengintegrasikan pendekatan moral, kelembagaan, dan teknologi untuk
membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.
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